
  

 
 

 
 

 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2017 – 2022  
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang  : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas 
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan 

secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 260 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya 
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional, dan Pasal 363 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa 
dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 
antara lain RPJMD; 

c. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya 
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan daerah selama 5 
(lima) tahun sesuai visi dan misi Kepala Daerah;  

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);  

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
6. Peraturan  Pemerintah   Nomor  40  Tahun  2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025; 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai 
Utara Tahun 2011 Nomor 21); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 

2012 Nomor 12); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2012 Nomor 8); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

dan 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 
melibatkan   berbagai   unsur   pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 
Daerah. 
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5. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses 
pemantauan  dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang 
disusun setiap tahun sekali. 

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

11. Visi  adalah  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan  dalam   

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

16. Arah  Kebijakan  adalah  rumusan  kerangka  pikir  atau kerangka kerja   

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 
strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 
sebagai penjabaran strategi. 

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya  yang  disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA MENENGAH DAERAH 

 
Pasal 2 

 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala  Daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,  pembangunan 
Daerah dan keuangan Daerah, serta   program   Perangkat   Daerah dan 
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 
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sampai dengan 2022 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW 
dan RPJMN. 

 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis; 

b. pedoman bagi daerah dalam rangka menyusun RKPD; 

c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022; 

dan  

d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

daerah. 
 

Pasal 3 
 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan; 
BAB II  :  Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

BAB III  :  Gambaran Keuangan Daerah; 
BAB IV  :  Permasalahan dan Isu-isu Strategis; 
BAB V :  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

BAB VI  :  Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; 
BAB VII  :  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Daerah;   

BAB VIII :  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan  
BAB IX :  Penutup. 

 
Pasal 4 

 

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 5 
 

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan 
pembangunan di Daerah 

 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 6 

 
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan 
untuk mewujudkan: 

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 
pembangunan Daerah; 

b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; 
c.  konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 
d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan   

pembangunan Daerah lingkup kabupaten dalam jangka waktu berlakunya 

RPJMD. 
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(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bupati dapat menyempurnakan dengan Peraturan Bupati.  

 
Pasal 8 

 
Pengendalian dan  evaluasi  perencanaan pembangunan Daerah meliputi:  
a.  pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan Daerah; 
b.  pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 

Daerah; dan 

c.   evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. 
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 9  

 
Guna menghindari terjadinya kekosongan perencanaan pada tahun 2023, 
RPJMD Tahun 2017–2022 ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi 

sebagai pedoman untuk menyusun RKPD Tahun 2023 sebelum tersusunnya 
RPJMD Tahun 2022–2027 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih 
periode tahun 2022-2027. 

 
Pasal 10 

 
Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat kebijakan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya 

dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Bupati. 
 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal  06 April 2018   

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

          CAP/TTD 
 
     ABDUL WAHID HK 
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Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  06 April 2018  

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA, 
 

     CAP/TTD 

 
          SUYADI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2018 NOMOR 5.   

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 5,21/2018 ). 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 5 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2017 – 2022  

 

 
I.  UMUM. 

 
  Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, 

misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun 
mendatang. 

 
  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 
Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program 
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
 
  Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2017-2022 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2017 - 2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga 

dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

  Pasal 1 
   Cukup jelas. 

 Pasal 2 
   Cukup jelas. 

 Pasal 3 
   Cukup jelas. 
 Pasal 4 

   Cukup jelas.  
 Pasal 5 

   Cukup jelas. 
 Pasal 6 
                 Cukup jelas   
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 Pasal 7 
   Cukup jelas.  

 Pasal 8 
                 Cukup jelas 

Pasal 9 
Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 ini dapat diberlakukan 
sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum RPJMD Tahun 2022-2027 
disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Pasal 10 

   Cukup jelas. 
 Pasal 11 

  Cukup jelas. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 14. 


